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Abstract
This study aims to examine influence the understanding of accounting and regional financial accounting system on the quality of financial statements at SKPD Kota Lhokseumawe. The data used in this study are primary data by dividing questionnaires to 114 respondents used as research samples. Data processing is done through multiple linear equations model. The result of research shows that: In partial, the understanding of accounting has influence not significant on the quality of financial statements at SKPD Kota Lhokseumawe and regional financial accounting system have a significant effect on the quality of financial statements at SKPD Kota Lhokseumawe.  Simultaneously  the understanding  of accounting and financial accounting system has significant effect on the quality of financial statements at SKPD Kota Lhokseumawe. Understanding the accounting and financial accounting system of the region has a strong relationship with the quality of financial statements at SKPD Lhokseumawe. Understanding of accounting and financial accounting system of area have ability in explaining influence to quality of financial report at SKPD Kota Lhokseumawe.
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PENDAHULUAN

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang berupa Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya.

Salah satu wujud dari keberhasilan pemerintah yaitu dengan mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berkualitas, Dijelaskan dalam standar akuntansi pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP bahwa laporan keuangan berkualitas itu apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutu-han pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan Laporan keuangan merupakan media informasi akuntansi untuk bisa menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak lain. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan (relevance), andal (reability), dapat dipahami (understandability) dan dapat dibandingkan (comparability) ( Harken Drama, 2014:5).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan setiap pemerintah daerah setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pelaporan keuangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ).

Dalam menyajikan laporan keuangan dituntut untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBK sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Laporan keuangan yang berkualitas adalah dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik.

Menurut Yuliani dalam Nilam Sari (2016:1) rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri, belum diterapkannya secara optimal sistem infor-masi akuntansi keuangan daerah atau lemahnya peran internal audit. Didalam penyusunan laporan keu- angan diharapkan berpedoman pada standar yang telah ditentukan. ini juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Standar akuntansi pemerintahan.

Pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pelaksanaan akuntansi dalam suatu instansi harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang cukup dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi akuntansi yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efesien. Oleh karena itu, pada instansi pemerintahan harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki tupoksi yang telah ditentukan. Begitupun bagian keuangan yang harus diisi oleh SDM yang memiliki kompetensi dalam memahami akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya.

Hasil penelitian Dian Irma Diani (2014) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu Meilani Purwanti dan Wasman (2014) juga melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya hasil penelitian Nilam Sari (2016) menjelaskan bahwa pemahaman akuntansi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD kabupaten bungo.

Selain pemahaman akuntansi, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan daerah ( SAKD ). Sebagaimana ungkapan mardiasmo (2004:35) yang menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuanganyang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Sehingga penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak baik akan menyebabkan kualitas laporan keuangan juga tidak baik.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Komputer merupakan salah satu komponen dari teknologiinformasi, yang dapat membantu manusia dalam mempermudah pekerjaannya. Dengan meningkatnya teknologi komputer dapat mengubah pemrosesan data akuntansi secara manual menjadi otomatis.

Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadiankeuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakansesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, sebagaimana yang dinyatakan dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2004:56).

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, ketika sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan dengan baik maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lia Hanifa (2016) yang membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya penelitian Harken Drama (2014) hasilnya dapat membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
METODE PENELITIAN
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyebaran angket. Angket merupakan seperangkat pernyataan mengenai pemahaman akuntansi, sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan yang dibagikan kepada responden untuk dijawab berdasarkan opsi pilihan.
2. Penelitian Kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca   buku-buku literatur-literatur dan  beberapa hasil penelitian  yang  telah dilakukan pihak terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe.
Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe yang mana pemahaman akuntansi diperoleh thitung sebesar 1,688 dengan tingkat signifikan sebesar 0,094. Sedangkan nilai ttabel pada tingkat kepercayaan 95% sebesar 1,66023. Dengan demikian thitung > ttabel yaitu 1,688 > 1,66023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi yang bertugas di Eselon IV dan Staf Keuangan dan Bendahara, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkannya.

Dilihat dari data distribusi frekuensi untuk variabel pemahaman akuntansi dimana tingkat capaian responden rata- rata untuk variabel tersebut berada pada kategori tinggi sehingga pemahaman akuntansi akan membantu dalam hal meningkatnya kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pemahaman akuntansi berarti kemampun diri dalam mengerti atau mengetahui dengan benar terhadap akuntansi, mempunyai wawasan dan pengertian pengetahuan yang mendalam mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya pegawai pada Eselon IV dan Staf Keuangan dan Bendahara memiliki wawasan dan pengertian pengetahuan yang mendalam mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.
2. Pengaruh  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe.
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan  daerah  diperoleh  thitung sebesar 5,840 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Sedangkan nilai ttabel sebesar 1,66023. Jadi thitung > ttabel yaitu 5,840 > 1,66023, artinya sistem akuntansi  keuangan  daerah berpengaruh  signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe. Berdasarkan data distribusi  frekuensi  untuk  variabel sistem akuntansi keuangan daerah, dimana tingkat capaian responden rata- rata untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah tersebut berada pada kategori  tinggi  sehingga  sistem akuntansi keuangan daerah akan membantu dalam hal meningkatnya kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe.

Berpengaruhnya sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe juga terjadi karena pegawaipegawai khususnya yang bertugas pada Eselon IV dan Staf Keuangan dan Bendahara di SKPD Kota Lhokseumawe telah memanfaatkan sistem  akuntansi  keuangan  daerah dalam mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan secara cepat dan akurat.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan  dalam  menerapkan seluruh komponen dalam sistem akuntansi  keuangan  daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Untuk dapat menghasilkan laporan  keuangan  yang  relevan, handal,  dan  dapat  dipercaya, pemerintah  daerah  harus  memiliki sistem akuntansi yang handal.

Secara simultan pemahaman akuntansi dan sistem akuntansi keuangan  daerah  berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe. Pemahaman akuntansi dan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai  hubungan  yang  kuat dengan kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe. Pemahaman akuntansi dan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe sebesar 73,4%. Sisanya 26,6% dipengaruhi oleh  variabel  lain  di  luar  model penelitian ini kapasias sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan lain-lain.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pemahaman akuntansi dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara parsial pemahaman akuntansi berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe. Hal ini terjadi karena sebagian besar pegawai- pegawai yang bertugas dalam pembuatan laporan keuangan telah memahami akuntansi dengan memadai.

2. Secara parsial sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe. Hal ini terjadi karena pegawai-pegawai telah memanfaatkan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan secara cepat dan akurat.

3. Secara simultan pemahaman akuntansi dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe.

4. Pemahaman akuntansi dan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai hubungan yang kuat dengan kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe. 

5. Pemahaman akuntansi dan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Lhokseumawe sebesar 39,5%. Sisanya 60,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini kapasias sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan lain-lain. 
REFERENSI
Abdul Halim. (2007). Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi.

Anita Ugun. (2015). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Bandung, Jurnal: Akuntansi Universitas Pariaman.

Deddi Nordiawan. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Imam Ghozali. ( 2005). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Semarang. Universitas Diponegoro.

Indra Bastian. (2010). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat.

Irham Fahmi. (2012). Analisis LaporanKeuangan, Alfabeta, Bandung.

Jogiyanto, H.M. (2005). Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis, Yogyakarta:Andi.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sinar Grafika.

Lia Hanifa. (2016). Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Volume 1, Nomor 2, 2016 eISSN : 2502-5171.

Mahmudi. (2011). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. (2002). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.2 No.1 Mei 2006.

M. Sadeli. (2002). Dasar-Dasar Akuntansi, Cetakan kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Muhammad Gade. (2000). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Singgih Santoso. (2002). Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Received June 1st,2012; Revised June 25th, 2012; Accepted July 10th, 2012
IJCCS  Vol. x, No. x,  July 201x :  first_page – end_page
Template JAKTABANGUN – Jurnal Akuntansi & Pembangunan
JAKTABANGUN  – Jurnal Akuntansi & Pembangunan – Volume X Nomor X  Februari 202X 

